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ABSTRAK

Peran BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan peraturan desa adalah penjabaran dari berbagai kewenangan
yang dimiliki oleh desa, tentu sgja berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada
hukum dan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan publik. Sebagai produk politik,
peraturan desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yaitu proses persigpan yang melibatkan
partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada
kepala desa dan kepala desa dalam proses penyusunan peraturan desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuansing, dari
informasi di lapangan dan kondisi sosial, menunjukkan bahwa kewenangan lembaga BPD dalam
berpartisipasi dalam mempersiapkan APBD sebagian dilaksanakan dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
memainkan peran optimal. Banyak faktor yang memicu rendahnya kinerja BPD Pulau Panjang Hilir dalam
menjalankan fungsi legislas baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menghambat peran
BPD dalam menjalankan tugasnya meliputi tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah rata-rata
untuk lulusan sekolah dasar, menengah pertama, fasilitas pendukung kerja dan infrastruktur yang masih
kurang persyaratan, sehingga sebagai anggota BPD yang berfungsi sebagai badan legislasi desa tidak dapat
berfungsi secara optimal.

Untuk itu semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa diharapkan mampu memahami dan
menyadari fungsi, peran dan kewenangan masing-masing sehingga ke depan tidak akan ada kesal ahpahaman
tentang posis antara BPD dan pemerintah desa. Dan sinergi atau kerja sama antara pemerintah desa dan
BPD harus diperkuat dan mendorong masyarakat desa untuk lebih mengekspresikan aspirasi mereka kepada
pemerintah desa dan BPD. Dan pendidikan anggota BPD harus dipertimbangkan karena itu adalah proses
transformasi pengetahuan dari seseorang ke orang lain secara sistematis dan pengembangan dasar. Dengan
kata lain, pendidikan adalah upaya mendorong pengembangan cara berpikir dan merangsang tumbuhnya
pola pikir anggota BPD.

Kata kunci: Kewenangan - Badan Permusyawaratan Desa - Peraturan Desa
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara
hukum. Ketentuan ini berasal dari penjelasan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang
dimaksud adalah Negara yang menegakkan
supremasi  hukum  untuk  menegakkan
kebenaran dan keadilan dan tidak ada
kekuasaan yang tidak
dipertanggungjawabkan. Dalam  konteks
sistem pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang membagi daerah Indonesia
atas daerah-daerah besar dan daerah kecil
dengan bentuk dan susunan tingkatan
pemerintahan terendah adalah desa atau
kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan
desa adalah merupakan sub sistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan nasiona yang
langsung berada di bawah pemerintah
kabupaten.

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari
reformasi sebagai upaya dari perwujudan
demokrasi di tingkat desa Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
desa dan Perda Kabupaten Nomor 14 Tahun
2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan juga ditunjang dari penjelasan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 (5)
menjelaskan “Badan Permusyawaratan Desa
yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyel engaraan
Pemerintahan
Desa  sebaga unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat
yang diselengarakan oleh badan
permusyawaratan Desa dalam  bentuk
kerjasama yang bersinergis.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan
yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus
kepentingan  masyarakatnya,  dibentuklah
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai
lembaga legislas dan wadah yang berfungs
untuk menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya
adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang
memiliki kedudukan yang sgagar daam
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,
pembangunan, dan pemberdayaan

masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan
Desa yang secara bersama-sama Pemerintah
Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Dadam ha ini, BPD sebaga |lembaga
pengawasan memiliki  kewgjiban  untuk
melakukan kontrol terhadap implementas
peraturan desa serta anggaran pendapatan dan
belanja desa (APBDes).

Penelitian ini dilaksanakan di desa Pulau
Panjang Hilir Kec.lnuman  Kabupaten
Kuansing, dari informasi dilapangan dan
kondisi sosia menunjukan bahwa
kewenangan lembaga BPD dalam
keikutsertaan menyusun APBDes sebagian
sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan
yang diharapkan Dlihat dari  aspek
pelaksanaan fungsi legidasi, BPD Pulau
Panjang Hilir belum bisa berperan secara
optimal. Banyak faktor yang memicu
rendahnya kinerja BPD Pulau Panjang Hilir
daam menjaankan fungs legislas baik
faktor interna maupun eksternal. Faktor
internal  yang menghambat jalannya peran
BPD dalam melaksanakan tugasnya antara
lain tingkat pendidikan anggota BPD yang
masih rendah ratarata lulusan SD, SLTP,
sarana dan prasarana penunjang kerja yang
masih kurang memenuhi syarat, sehingga
sebagal anggota BPD yang secara fungsional
sebagai badan legidasi desa tidak dapat
berfungsi secara optimal.

Dengan demikian BPD sebagal fungsiond
badan legislas desa di Desa Pulau Panjang
Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan
Singingi untuk menjalankan kewengangannya
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa belum dapat berjalan dengan bak
terbukti dengan terlihatnya peran kepala desa
lebih dominan dalam penetapan penyusunan
APBDes. Sehingga  beberapa  tokoh
masyarakat yang merupakan bagian dari
lembaga BPD masih merasa belum terlau
dilibatkan secara maksima dan secara
fungsional lembaga, terlihat dari tidak semua
agenda kegiatan yang direkomendasikan
anggota BPD dengan cara menampung

! Findi Yanel Mamesah, Peranan Badan

Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa, Universitas Samratulangi,
Bandung : 2012. HIm 28.
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aspirasi dari masyarakat tidak dimaksimal

pada saat penyusunan APBDes. Merujuk pada

latar belakang masalah diatas maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitan dengan
judul “Kewenangan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di

Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan BPD daam
penyusunan Perdes berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa di Desa Pulau Panjang Hilir
Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan
Singingi?

2. Apakah faktor penghambat BPD dalam
penyusunan peraturan desa di Desa Pulau
Panjang Hilir Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi?

3. Apakah upaya untuk meningkatkan
kewenangan anggota BPD daam
penyusunan peraturan desa di Desa Pulau
Panjang Hilir Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Pendlitian
1. Tujuan Pendlitian

a) Untuk mengetahui faktor penghambat
BPD dalam penyusunan peraturan desa
di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan
Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

b) Untuk mengetahui upaya peningkatkan
kompertenss anggota BPD dalam
penyusunan peraturan desa di Desa
Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara teoritis, dalam penditian ini
diharapkan dapat memberikan
sumbangsih  pemikiran pengetahuan
tentang peran serta kerjasama aparat

Desa dengan BPD Berdasarkan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang peraturan Desa khususnya
dalam kajian ilmu pemerintahan.

b) Secara praktis, hasil penéliitian ini
diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan kgian bagi anggota BPD dan
Kepala Desa khususnya di Desa Pulau
Panjang Hilir, Kec. Inuman Kabupaten
Kuansing untuk saling memberi ruang

gerak berdasarkan fungsi dan perannya
masing-masing dan menjadi bahan
kagjian dalam rangka meningkatkan
efektifitas kerja dalam mewujudkan
kehidupan masyarakat yang demokratis
berdasarkan nilai-nilai budaya
masyarakat setempat.

Cc) Secara metodologis, dapat menjadi
kagjian bagi pendliti  sdlanjutnya
utamanya bagi yang meneliti pada hal
yang sama dan sesuai dengan
kebutuhan praktis maupun teoritis
dadam ha  pengembangan ilmu
pengetahuan.

D. Kerangka Teori
1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu
pemerintahan, dan ilmu hukum sering
ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan,
dan wewenang. Kekuasaan  sering
disamakan begitu sgja dengan
kewenangan, dan kekuasaan sering
dipertukarkan dengan istilah kewenangan,
demikian pula sebaiknya.  Bahkan
kewenangan sering disamakan juga dengan
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk
hubungan dalam arti bahwa “ada satu
pihak yang memerintah dan pihak lain
yang diperintah”.

Kewenangan sebagaimana tersebut di
atas, penulis berkessmpulan bahwa
kewenangan (authority) memiliki
pengertian  yang berbeda  dengan
wewenang (competence). Kewenangan
merupakan kekuasaan formal yang berasal
dari undang-undang, sedangkan wewenang
adalah suatu spesifikasi dari kewenangan,
artinya barang siapa (subyek hukum) yang
diberikan  kewenangan oleh undang-
undang, maka ia berwenang untuk
melakukan sesuatu yang tersebut dalam
kewenangan itu. Kewenangan Yyang
dimiliki oleh organ (institusi)
pemerintahan dalam melakukan perbuatan
nyata (riil), mengadakan pengaturan atau
mengeluarkan keputisan selalu dilandasi
oleh kewenangan yang diperoleh dari
konstitusi  secara  atribusi, delegas,
maupun mandat.Suatu atribusi  menunjuk
pada kewenangan yang adi atas dasar
konstitusi (UUD).

2. Teori Penegakan Hukum
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Penegakan hukum diartikan
sebagal suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-
pikiran dari badan pembuat Undang-
Undang yang dirumuskan dan ditetapkan
dalam peraturan-peraturan hukum yang
kemudian menjadi suatu kenyataan.?

Lebih lanjut penegakan hukum
dapat diartikan sebagai kegiatan untuk
menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan dadam kaedah-kaedah yang
mantap dan penerapan dalam siakap dan
tindakan sebagai rangkaian penjabaran
nilai-nilai tahap akhiruntuk menciptakan,
dan memelihara, serta mempertahankan
kedamaian dan pergaulan.  Secara
konsepsional inti dan arti penegakan
hukum terletak pada pergaulan hidup.®

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pemerintahan daerah di
Indonesia memiliki prinsip yang dalam
penerapannya. Prinsip pel aksanaan
pemerintahan  daerah  secara  umum
terdapat pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan,
“Pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan  pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi  seluasluasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

E. Kerangka Konseptual

1

Badan Permusyawaratan Desa yang
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa
sebagai unsure penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kesgahteraan sosiad adalah suatu keadaan
terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak
bagi masyarakat, sehingga mampu
mengembangkan diri dan dapat

2Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum,

Suatu tinjauan Sosiologis, Sinar Banur, Bandung : 2011,

him.15.

3 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang

Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT. Rga Grafindo
Persada, Jakarta, 2011, him.5.

. Kewenangan adalah igtilah

melaksanakan fungs sosianya yang dapat
dilakukan pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat dalam bentuk pelayanan
sosid yang meliputi rehabilitas sosid,
jaminan sosia, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial.

. Otonomi desa addlah istilah sebagai

kesatuan  masyarakat  hukum  yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat
setempat dalam rangka kesgahteraan
bersama.

. Implementass adalah kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak
lebih dan tidak kurang.

dimana
kemampuan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan untuk menimbulkan
akibat-akibat hukum atau  kebijakan
hukum.

F. Metode Penditian
1. Jenis Pendlitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum sosiologis yang mana penelitian
hukum  sosiologis  berguna  untuk
mengetahui  bagaimana  hukum  itu
dilaksanakan termasuk proses penegakan
hukum  (law  enforcement)  karena
penelitian jenis ini dapat mengungkapkan
permasalahan-permasalahan yang ada
dibalik pelaksanaan penegakan hukum, *
dilaksankan dan bermaksud
menginterpretasikan masalah yang
berkaitan dengan kewenangan BPD dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan pengamatan atas fakta yang
terjadi di lapangan.

. Lokasi Pendlitian

Berdasarkan  judul diatas, lokasi
Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau
Panjang  Hilir, Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi, mengapa
penelitit  mengambil lokasi  ditempat
tersebut  dikarenakan lokasi  tersebut
merupakan tempat terjadinya
permasalahan yang diteliti, dalam hal ini
terjadi  kesenjangan antara BPD (Badan

* Amiruddin, Zaina Askin, Pengantar Metode
Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
134-135.
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Permusyawaratan Desa) dengan perangkat
desa

3. Populas dan Sampe

a. Populas
Populasi adalah sekumpulan objek
yang hendak diteliti berdasarkan lokas
penelitian yang telah ditentukan
sebelumnya  sehubungan dengan
penelitian  ini. Populass  daam
penelitian ini adalah unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa dan
tokoh masyarakat di Desa Pulau
Panjang Hilir, Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi, antara
lain:
1. Camat Kecamatan Inuman
2. Kepala Desa Pulau Panjang Hilir
3. KetuaBPD Pulau Panjang Hilir
4. Wakil Ketua BPD Pulau Panjang
Hilir
Kepaa Bagian Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kepala Urusan Pemerintahan Desa
KetuaLPMD
Kepala Dusun
. Tokoh Masyarakat
b. Sampd
Sampel adaah merupakan
himpunan atau sebagian populasi yang
dijadikan objek penelitian yang di
anggap dapat mewakili keseluruhan
populasi. Dalam penetapan sampel,
penulis menggunakan metode
purposive yaitu menetapkan sejumlah
sampel yang mewakili sgumlah
populasi yang ada.

o

© oo NO®

4. Sumber Data

a. DataPrimer
Data primer vyatu data yang
diperoleh langsung dari informan dan
responden baik melalui wawancara,
observass dan schedule yang beris
pertanyaan- pertanyaan tentang
pelaksanaan tugas pokok dan fungs
BPD, baik dalam bentuk data kualitatif
maupun kuantitatif.
b. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang
diperoleh dengan membaca buku
literatur- literatur, dokumen, majaah
dan catatan perkuliahan yang ada
hubungannya dengan masaah yang
dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

a Wawancara  mendalam  dengan
menggunakan pedoman wawancara
(interview), adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan
ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (yang mengajukan
pertanyaan) dan yang diwawancaral
(yang memberikan jawaban atas
pertanyaan).

b. Studi Pustaka (Library research),
yaitu dengan membaca buku,
majalah, surat kabar, dokumen-
dokumen, undang - undang dan
media informasi lain yang ada
hubungannya dengan masalah yang
diteliti.

6. AnalissData

Daam penditian hukum ini
andisis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif yaitu tidak diandisis
dengan menggunakan  statistik  atau
matematika maupun yang sgenisnya,
akan tetapi cukup dengan menguraikan
secara deskriptif dari data yang diperoleh
langsung.

Kemudian penulis disini menarik
kesimpulan secara deduktif yaitu menarik
kesimpulan dari yang bersifat umum
kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang
mana dalam  mendapatkan  suatu
kesmpulan dimulai dengan melihat
faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan
penarikan suatu kesimpulan yang juga
merupakan fakta dimana kedua fakta
tersebut dijembatani ol eh teori-teori.

BAB Il TINJAUAN
PUSTAKA
A. Konsegp Kewenangan

Harol D. Laswel dan Abraham Kaplan
mengemukakan kewenangan adalah
kekuasaan formal. Pemerintah dianggap
mempunyal wewenang sehingga berhak
untuk mengeluarkan perintah dan membuat
peraturan-peraturannya.”

Perbedaan kewenangan dan wewenang
adalah pertamakai harus membedakan
antara (authority,gezag), dan wewnang

® Edi Toet Hendratmo, Negara Kesatuan
Desentrisas dan Federalisme, Graha |Imu, Jakarta, 2009,
him.81.
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(competence, bevoegdehid), walaupun dalam
praktik pembedanya tidak dirasakan perlu.®
Gezag adadlah ciptaan orang-orang Yyang
sebenarnya  yang paling berkuasa.
Kewenangan disebut juga “kekuasaan
formal” yang berasal dari kekuasaan yang
dibelkan oleh  Undang-Undang  atau
Legidatif dari kekuasaan Eksekutif atau
administratif bersifat  utuh atau bulat.
Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu
sebagian tertentu sgja dari kewenangan. ’
Didalam kewenangan terdapat wewenang-
wewenang. Wewenang adalah kekuasaan
untuk melakukan sesuatu tindakan hukum
publik, misalnya wewenang
mendatangani/menerbitkan  surat-surat izin
dari  seseorang pegabat aas nama
menteri,sedangkan kewenangan tetap berada
ditangan menteri.®

B. Tinjauan Umum Badan
Per musyawar atan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang

selanjutnya disingkat BPD adalah, badan
Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-
pemuka masyarakat di desa yang berfungsi
mengayomi adat istiadat, membuat peraturan
desamenampung dan menyulurkan aspiras
masyarakat serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan  Pemerintahan
Desa. ? Badan Permusyawaratan Desa atau
yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang meaksanakan  fungs
pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.™

C. Tinjauan undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014

Desa memiliki hak asal usul dan hak

tradisional dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat  dan
berperan mewujudkan citacita kemerdekaan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

® S Prgjudi Amosudirdjo, Hukum Administrasi
Negara, Ghalialndonesia, Jakarta, 1994, him.78.

" Supandi, “Kewenangan Diskres Pemerintah
Dalam Sistem Hukum Indonesia’, dalam Subur M S (editor),
Peradilan Administrasi Kontemporer.

&g Prajudi Atmosudirdjo, Loc. Cit.

°A.W. Widjaja, Pemerintah Desa dan Adminitras
Desa, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1993, him. 35

19 yndang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, pasal 1 ayat 4.

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam
perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia, Desa telah berkembang dalam
berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi
dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju,
mandiri, dan demokratis sehingga dapat
menciptakan landasan yang kuat dalam
mel aksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sgjahtera. Desa adalah desa dan
desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adaah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,  kepentingan  masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisiona yang
diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.™*

Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. ** Pemerintah Desa
adalah Kepaa Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.®® Musyawarah Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.*

BAB I11
TINJAUAN UMUM LOKAS
PENELITIAN

. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan

singingi
1. Sg arah Kabupaten Kuantan singingi
Kabupaten  Kuantan  Singingi
(Kuansing) adalah salah satu kabupaten di
Povins Riau, Indonesia Kabupaten
Kuansing disebut pula dengan rantau

1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1

Ayat 1

2 |bid, Pasal 1 Ayat 2
3 |bid, Pasal 1 Ayat 3
bid, Pasal 1 ayat 5
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3.

Kuantan atau sebagai daerah perantauan
orang-orang Minangkabau (Rantau nan
Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari,
masyarakat Kuansing menggunakan adat
istiadat serta bahasa Minangkabau.
Kabupaten Kuantan Singingi pada
avanya merupakan  bagian  dari
Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah
dikeluarkannya Undang-undang Nomor
53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu
dimekarkan menjadi 2 ( dua ) kabupaten
yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan
Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu
Kotanya  berkedudukan di  Teluk
Kuantan.™
Letak Geografis Kabupaten Kuantan
Singingi
Secara  astronomis, Kuantan
Singingi terletak antara 0°00 -1°00
Lintang Selatan dan 101°02 -101%55 buijur
timur.Berdasarkan posis  geografisnya,
Kabupaten Kuantan Singingi memiliki
batas-batas : Utara — Kabupaten Kampar
dan Kabupaten Pelalawan, Selatan -
Provinsi Jambi, Barat — Provinsi Sumatera
Barat, Timur — Kabupaten Indragiri Hulu.
Kuantan Singingi terdiri dari 15
Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu
Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau,
Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah,
Sentgjo Raya, Benai, Kuantan Hilir,
Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan
Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.
Vis dan Mis Kabupaten Kuatan
Singingi
a Vig
Berdasarkan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluas
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, Vis adalah rumusan umum
mengenal keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Vis
Pemerintah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2016-2021 adalah:”
Terwujudnya Kabupaten Kuantan

> Arsip Desa Sungai Buluh K ecamatan Singingi

Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan
Agamisdi Provins Riau Tahun 2021”.

b. Mis

1. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih
dengan pelayanan publik yang
prima;

2. Meningkatkan sumberdaya
manusia yang sehat, cerdas dan
produktif;

3. Mengembangkan perekonomian
masyarakat yang mandiri dan
berdaya saing guna meningkatkan
kualitas hidup masyarakat berbasis
pertanian dan pariwisata;

4. Meningkatkan tata kelola sumber
daya alam berdasarkan
perencanaan tata ruang Yyang
berwawasan lingkungan;

5. Meningkatkan pembangunan
infrastruktur yang berkualitas dan
merata;

6. Meningkatkan suasana kehidupan
yang agamis dan melestarikan
nilai-nilai budaya

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Kewenangan BPD Dalam Penyusunan

Perdes Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di
Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan
Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Dari hasil penelitian mengenai Peranan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
kewenangan meratifikasi peraturan desa di
Desa Pulau Panjang Hilir berdasarkan
wawancara dengan masyarakat tempatan
sebagian besar mengatakan BPD kurang
berperan, terbukti dengan kurangnya BPD
menghimbau dan mengingatkan masyarakat
untuk selalu hadir dan menyampaikan
aspirasi dalam setiap rapat terbuka bersama
dengan Hukum tua dan perangkat Desa
lannya Hal tersebut diperkuat dengan
pernyataan Ribas Basri, seorang masyarakat
Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan
Inuman, beliau mengatakan: “Dalam
menjalankan fungsi sebagai lembaga yang

Hilir Kabupaten K uantan singingi
—_ —  —_______________________________________|
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diharapkan dapat menyerap, menampung,
dan menyalurkan aspirasi, pemerintah desa
dan BPD kurang berperan aktif seperti
dalam menghimbau masyarakat untuk
berpartisipas dalam rapat jajak pendapat
bersama dengan perangkat Desa, terlebih
lagi masyarakat kurang mengetahui hal-hal
semacam  itu”. ® Pernyataan lainnya
dikatakan oleh Haris (sdlah satu pemuda
Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman)
mengatakan : “Saya sangat senang dengan
adanya BPD sebagai tempat menyalurkan
aspiras tetapi kami jarang dilibatkan”. "’
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan
bahwa BPD kurang aktif dalam sosialisas
fungsi dalam peranan BPD dalam menjaga
demokrasi di Desa Pulau Panjang Hilir
Kecamatan Inuman dalam ha menyerap,
menampung dan menyal urkan aspirasi.

B. Faktor Penghambat BPD Dalam
Penyusunan Peraturan Desa Di Desa
Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi

Pulau Panjang Hilir tidak melibatkan
ahli hukum atau konsultan hukum, sehingga
dikahawatirkan akan berpotensi
mempengaruhi  kesuksesan  implementasi
Undang-undang tentang Desa, dan bahkan
tidak tertutup kemungkinan akan
menimbulkan kekisruhan hukum antara lain
yaitu terjadi pertentangan dan tumpang
tindih  peraturan peraturan  perundang-
undangan. Lahirnya Perdes No. 1 tahun 2017
tentang Pemekaran Desa, Perdes No. 2
Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Desa, Perdes No. 3 Tahun 2007
Tentang lzin Eksploitas Sumber Daya Alam
Desa Pulau Panjang Hilir, Perdes No.4
Tahun 7 Tentang Pengelolaan Pendapatan
Adli Daerah Desa Pulau Panjang Hilir,
Perdes No. 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2017, merupakan Perdes yang
sudah diratifikasi hanya bersifat kebutuhan
administrass  semata untuk pertanggung

6 Wawancara dengan Bapak Ribas Basri

masyarakat Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman,
Hari Minggu,28 Januari 2018, bertempat di kediaman
Bapak Ribas Basri.

1 Wawancara dengan Haris pemuda Desa Pul au
Panjang Hilir Kecamatan | numan, Hari Minggu,28 Januari
2018, bertempat di kediaman Haris.

jawaban pemerintah desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa dan lahirnya Perdes
tersebut karena sudah adanya format yang
sudah ada sebelumnya tanpa adanya
konsultan hukum dalam proses pembuatan
Perdes. Sedangkan Perdes No.3 Tahun 2006
tentang Pengembalaan Hewan Ternak
pembentukannya dibantu oleh mahasiswa
KKN Universitas Riau pada tahun 2006."®
Seharusnya diupayakan menampung aspirasi
masyarakat untuk kebutuhan
mensgahterakan perekonomian masyarakat
dan sebagal pedoman bermasyarakat.

. Upaya Untuk Meningkatkan Kompetensi

Anggota BPD Dalam  Penyusunan
Peraturan Desa Di Desa Pulau Panjang
Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten
Kuantan Singingi

Upaya peningkatan kemampuan BPD
dapat dilakukan melaui  peningkatan
kualitas, professonal dan komitmen dalam
melaksanakan tugas. Untuk mewujudkan hal
tersebut maka BPD Desa Desa Pulau
Panjang Hilir Kecamatan Inuman dapat
melakukan  upaya yang memberikan
kesempatan kepada semua anggota BPD
untuk meningkatkan dan mengembangkan
kuaditas dirinya, antara lain dengan
mengikuti  pendidikan dan  pelatihan.
Pendidikan merupakan sebuah  proses
transformas  suatu  pengetahuan  dari
seseorang kepada orang lain  secara
sistematis dan pembinaan yang bersifat
mendasar. Dengan kata lain, pendidikan
merupakan  upaya untuk  mendorong
perkembangan cara berpikir serta
merangsang pertumbuhan pola pikir anggota
BPD. Pendidikan menjadi syarat mutlak bagi
pelaksanan tugas BPD vyang kompleks,
karena pendidikan dapat mengubah cara
bertindak dan cara hidup di masyarakat.

Disamping itu, BPD perlu terlibat secara
aktif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan
teknis, diskusi, seminar yang relevan dengan
fungsinya yang dilaksanakan oleh lembaga-
lembaga lainnya. Pendidikan dan pelatihan
dapat meningkatkan insiatif dan keahlian
anggota BPD dadam = melaksanakan
fungsinya, baik di masa sekarang maupun di
masa mendatang. Untuk memaksimal fungsi

8 1pid

= - - - - - ____________________—- ______
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BPD dalam membahas dan menyepakati dan keahlian anggota BPD dalam

ranperdes. melaksanakan fungsinya.
BAB V B. Saran
PENUTUP 1. Semua pihak vyang terlibat dalam

A. Kesimpulan
1. Wewenangan BPD Daam Penyusunan

pemerintahan desa diharapkan mampu
memahami dan menyadari fungsi, peran

Peraturan desa Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa di Desa Pulau Panjang Hilir
Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan
Singingi, BPD kurang aktif daam
melaksanakan fungs dan peranannya
dalam menjaga demokrasi di Desa Pulau
Panjang Hilir Kecamatan Inuman dalam
hal menyerap, menampung  dan
menyalurkan aspirasi.

2. Faktor Penghambat BPD Dalam

Penyusunan Peraturan Desa Di Desa
Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak
adanya koordinasi dan kerjasama antara
kepada desa dan BPD dan tidak
berjalannya program Bimbingan
Teknologi (BIMTEK) dari Pemerintah
Kabupaten. Kemudian tingkat pendidikan
pengurus BPD Desa Pulau Panjang Hilir
Kecamatan Inuman mash tergolong
rendah dan belum memadai, tentu sangat
berpengaruh  juga pada keberhasilan
penerapan fungsi BPD. Selanjutnya yaitu
faktor anggaran penyelenggaraan fungsi
BPD yang masih dirasa kurang oleh BPD
Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan
Inuman karena alokasi untuk operasional
dan kesgjahteraan BPD juga dirasa kurang
mencukupi. Dan yang terakhir yaitu masih
terbatasnya tingkat sosidisas  yang
dilakukan oleh berbagai pihak yang
berkaitan dengan undang-undang dan
ketentuan-ketentuan yang berhubungan
dengan BPD.

3. Upaya Untuk Meningkatkan Kewenangan

Anggota BPD Daam  Penyusunan
Peraturan Desa Di Desa Pulau Panjang
Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten
Kuantan Singingi BPD belum terlibat
secara aktif untuk mengikuti pelatihan-
pelatihan teknis, diskusi, seminar yang
relevan dengan fungsinya  yang
dilaksanakan  oleh  |embaga-lembaga
lainnya. Pendidikan dan pelatihan
seharusnya dapat meningkatkan insiatif

dan wewenangnya masing-masing agar
kedepannya tidak lagi ada kesalah
pahaman tentang kedudukan antara BPD
dengan pemerintah desa.

2. Sinegritas  atau kerja sama antara

pemerintah desa dan BPD harus
dipererat dan mendorong masyarakat
desa untuk lebih berani menyampaikan
aspiras kepada pemerintah desa dan
BPD. Dan seharusnya pendidikan
anggota BPD diperhatikan karena
merupakan sebuah proses transformas
suatu pengetahuan dari  seseorang
kepada orang lain secara sistematis dan
pembinaan yang bersifaa mendasar.
Dengan kata lain, pendidikan merupakan
upaya untuk mendorong perkembangan
cara  berpikir  serta  merangsang
pertumbuhan pola pikir anggota BPD.
Dalam pemilihan anggota BPD kedepan
nanti, masyarakat Desa Pulau Panjang
Hilir Kecamatan Inuman harus bisa
memilih orang-orang yang memiliki
kompetensi dan standar/tingkatan
pendidikan yang memadai, karena
nantinya hal tersebut akan berpengaruh
pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPD
kedepan dan dampaknya akan dirasakan
langsung oleh masyarakat khususnya di
Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan
Inuman. Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuansing seharusnya lebih
memperhatikan keberadaan BPD itu
sendiri dalam hal ini pemberian gaji
yang layak sesuai dengan Kkinerja
anggota BPD yang  merupakan
perpanjangan tangan Pemerintah
Daerah daam menciptakan
pemerintahan yang demokratis.
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